PEMBAHARUAN HUKUM UNDANG-UNDANG KETENAGA KERJAAN KE UU CIPTA KERJA NO. 6 TAHUN 2023  PASCA PUTUSAN MAHKAMA KONSTITUSI

PENDAHULUAN
Kebijakan reformasi regulasi melalui implementasi Omnibus Law di Indonesia, tujuan untuk mengatikan undang-undang yang ada sebelumnya dengan undang-undang baru dibuat sebagai payung hukum untuk semua ketentuan hukum yang terkait dengan sifatnya bisa lintas sektor. Hal ini terjadi dari permasalahan regulasi yang tidak mempermudah dalam dunia usaha dan mendukung iklim investasi.  Situasi semakin pelik ketika data peraturan perundang-undangan kerapkali tidak sama antara pengelola data yang satu dengan pengelola data yang lain. Persoalan lainnya yaitu belum ada lembaga yang merupakan pengelola tunggal data peraturan perundang-undangan yang resmi. Selain itu, meningkatnya peran pengadilan dalam menentukan validitas setiap regulasi maupun kebijakan Negara, menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia mengalami persoalan akut. Ketika persoalan-persoalan tersebut telah diidentifikasi, maka hal yang menarik untuk diperhatikan adalah apa dan bagaimana respon pengambil kebijakan dalam merespon beragam persoalan yang telah diuraikan secara konseptual teknis akademis terkait arah reformasi regulasi.

penyusunan peraturan menggunakan Omnibus Law bukan untuk mengganti metode penyusunan peraturan yang telah ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, melainkan sebagai metode penyempurna. Pada dasarnya, Omnibus Law merupakan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari berbagai subjek atau materi pokok yang relevan dan dibentuk guna menyimpangi beberapa norma peraturan sekaligus. 

Permasalahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dengan konsep Omnibus Law pada klaster ketenagakerjaan salah satunya terdapat dalam hal Pengupahan, penghapusan cuti melahirkan serta pemberian pesangon kepada pekerja yang di PHK. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tidak butuh waktu lebih dari satu tahun disahkan dalam sidang paripurna DPR RI. Tepatnya pada tanggal 5 Oktober 2020, kemudian secara sah diundangkan pada tanggal 2 November 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Berbagai kritik dari masyarakat, mulai dari pembahasan sampai kepada pengesahan dan pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja yang dibentuk dengan menggunakan metode Omnibus Law, bermuara pada diajukannya Judicial Review terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian tepat pada hari Kamis, 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Nomor: 91/PUU-XVIII/2020. Untuk pertama kalinya dalam sejarah pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pengujian formil terhadap suatu Undang-Undang.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 91/PUU-XVIII/2020, Dunia ketenaga kerjaan di Indonesia mengalami perubahan singnifikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peaturan pemerintah Pengganti Undandang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Ini adalah payung hukum yang memuat banyak perubahan dari UU sebelumnya, terutama UU Nomor 13 Tahun 2003, perubahan ini hampir menyentuh semua aspek hubungan kerja. Mulai dari aturan perjanjian kerja, upah, hingga pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kini memiliki mekanisme dan ketentuan baru.

PEMISAHAN DARI UU CIPTA KERJA 

Sejarah singkat undang-undang ketenaga kerjaan, sebelum Indonesia merdeka pengaturan mengenai hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia) beserta peraturan-peraturan (Ordonantie) dibidang perburuhan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada awal kemerdekaan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Ordonansi dibidang perburuhan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda masih berlaku. Peraturan perubaha yang pertama kali dibuat pemerintah Indonesia Nomor 12 Tahun 1948 Tentang Undang-Undang Kerja Tahun 1948 yang ditetapkan di Yogyakarta tanggal 20 April 1948.  undang-Undang tersebut dinyatakan berlakuberdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12. kemudian dibuatlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan. Pada tahun 1950 hingga pertengahan tahun 1990, pemerintah Indonesia mulai membuat sendiri dan menerapkan beberapa Undang-Undang dan Peraturan pelaksana dibidang perburuhan. Undang- Undang yang dibuat antara lain :

A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara serikat buruh dan majikan.
B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pennyelesaian Perselisihan Perburuhan.
C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja.
D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan ( UU 25/1997).
F. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1998 tentang perubahan berlakunya UU 25/1997.
G. Perpu Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubshsn Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenaga Kerjaan Jo. UU Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengati Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000, menjadi UU 28/2000.
H. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan sejak tanggal di undangkan UU 13/2003 menyatakan tidak berlaku UU 25/1997. UU 13/2003 juga menyatakan tidak berlaku seluruh Ordonansi dan Undang-Undang yang dinyatakan tidak berlaku dalam UU 25/1997.
I. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( UU Nomor 11/2020) sejak tanggal diundangkanya. Dalam Pasal 81 UU 11/2020, beberapa Ketentuan dalam UU 13/2003 diubah, dihapus, dan ditetapkan peraturan baru.
J. Putusan MK nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada hari Kamis 25 November 2021
K. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia   Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cita Kerja (Perpu 2/2020).
L. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengati Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang berlaku sejak diundangkan. 

PEMBAHARUAN HUKUM 

Undang-Undang Cipta Kerja memberikan perlindungan bagi para pekerja. Hal ini dapat dilihat dengan adanya uang kompensasi pada pekerja yang habis masa kontraknya. Di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagaKerjaan, bagi tenaga kerja habis kontrak kontrak dianggap habis jugalah kewajiban pengusaha terhadap pekerja. Namun melalui Undang-Undang Cipta Kerja pengusaha berkewajiban untuk memberikan uang kompensasi bagi pekerja. Hal ini tentunya dapat membantu pekerja yang kehilangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama proses pencarian pekerjaan baru. Selain mendapat uang kompensasi pekerja dilindungi dengan adanya program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Jaminan kehilangan pekerjaan ini akan akan diberikan kepada yang mengalami PHK. Manfaat yang didapat berupa uang tunai akses informasi pasar kerja serta pelatihan kerja paling banyak selama 6 (enam ) bulan upah. Hal ini tentunya akan membatu pekerja untuk kehilangan pekerjaan karena PHK.

Undang-Undang Cipta Kerja memberikan fleksibelitas bagi perusahaan yang menerapkan PKWT sebelumnya dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur dalam jangka waktu PKWT yang dapat diperpanjang yaitu PKWT hanya dapat dilakukan paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.sedangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja diberikan keleluasaan bagi perusahaan untuk menentukan jangka waktu kontrak dan berapa kali perpanjangannya asal tidak melebihi 5 (lima) tahun.  Hal ini tentunya membantu perusahaan karena jangka waktu yang diberikan oleh Udang-Udang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan cukup terbatas. Sedangkan seringkali dilapangan ketentuan tersebut sulit untuk diimplementasikan karena jenis usaha perusahaan berbeda-beda. Dengan adanya fleksibelitas ini maka pengusaha akan lebih mudah dalam mengatur PKWT karyawan.

Subtansi pembaharuan hukum yang terjadi menentukan pengaturan Lembaga Pendidikan yang sebelumnya hanya pemerintah dan Swasta ditambahkan menjadi Lembaga Pendidikan Perusahaan. Pembaharuan ini meningkatkan kualitas pekerja, sebab jika lembaga pelatihan hanya diselengarakan oleh Lembaga Pelatihan Pemerintah atau Swasta maka akses karyawan untuk menambah kemampuan serta kualitas kerjanya menjadi terbatas.

Jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang sebelumnya ditentukan Maksimal 2 kali dengan waktu maksimal 3 tahun dicabut keberlakuannya. Undang-UndangCipta Kerja beserta turunannya diatur dalam Pasal 8 PP 35 Tahun 2021 menyatakan bahwa PKWT yang akan berahir dan pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai, maka PKWT dapat dilakukan dengan jangka waktu sesuai kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja dengan perpanjangan selama 5 (lima) Tahun. 

Tabel pembaharuan hukum :
	
UU Nomor 13 Tahun 2003
	
UU Nomor 6 Tahun 2023



	Pasal 13 
	Pasal 13  (diubah oleh Pasal 81 Angka 1 UU 6 Tahun 2023)

	Pasal 14
	Pasal 14 ( diubah oleh Pasal 81 Angka 2 UU 6 Tahun 2023)

	Pasal 37
	Pasal 37 ( diubah oleh Pasal 81 Angka 3 UU 6 Tahun 2023)

	Pasal 42
	Pasal 42 (diubah oleh Pasal 81 Angka 4 UU 6 Tahun 2023)

	Pasal 43
	Pasal 43 (dihapus oleh Pasal 81 angka 5 UU 6 Tahun 2023)

	Pasal 44
	Pasal 44 (dihapus oleh Pasal 81 angka 6 UU 6 Tahun 2023)

	Pasal 45
	Pasal 45 ( (diubah oleh Pasal 81 Angka 7 UU 6 Tahun 2023)

	Pasal 46
	Pasal 46 (dihapus oleh Pasal 81 angka 8 UU 6 Tahun 2023)

	Pasal 47
	Pasal 47 ( diubah oleh Pasal 81 Angka 9 UU 6 Tahun 2023)

	Pasal 48
	Pasal 48 (dihapus oleh Pasal 81 Angka 10 UU 6 Tahun 2023)

	Pasal 49
	Pasal 49 (diubah oleh Pasal 81 Angka11 UU 6 Tahun 2023)

	Pasal 56
	Pasal 56 (diubah oleh Pasal 81 Angka 12 UU 6 Tahun 2023) keterangan : ketentuasn lebih lanjut mengenai perjanjian kerja waktu tertentu berdasar jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu , Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP35/2021)

	Pasal 57 
	Pasal 57 (diubah oleh Pasal 81 Angka 13 UU 6 Tahun 2023)

	Pasal 58
	Pasal 58 ( diubah oleh Pasal 81 Angka 14 UU 6 Tahun 2023)

	Pasal 59
	Pasal 59 (diubah Pasal 81 Angka 15 UU 6 Tahun 2023)
Keterangan : Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam PP 35/2021.
Ketentuan Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003 sebelum diubah UU 6/2023 harus diartikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 7/PUU-XII/2014

	Pasal 61
	Pasal 61 (diubah oleh Pasal 81 Angka 16 UU 6 Tahun 2023)

	Pasal 64 
	Pasal 64 (diubah oleh Pasal 81 Angka 18 UU 6 Tahun 2023)

	Pasal 65
	Pasal 65 (dihapus oleh Pasal 81 Angka 19 UU 6 Tahun 2023) Pasal 65 UU 13/2003 sebelum dihapus oleh UU 6/2023 harus diartikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 27/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2024.
Keterangan : Ketentuan PAsal 65 ayat (8) UU 13/2003 sebelum diubah oleh UU 6/2023 harus diartikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 7/PUU-XII/2014

	Pasal 66
	Pasal 66 (diubah oleh Pasal 81 Angka 20 UU 6 Tahun 2023)
Keterangan : Pasal 66 UU 13/2003 sebelum diubah oleh UU 6/2023 harus diartikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 27/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014.
Ketentuan Pasal 66 ayat (4) UU 113/2003 sebelum diubah oleh UU 6/2023 harus diartikan dengan Putusan Mahkamah Konmstitusi RI Nomor 7/PUU-XII/2014.

	BAB X
	BAB X
Keterangan : Judul Paragraf 1 Pada BABA X diubah Oleh Pasal  81 Angka 21 UU 6 Tahun 2023

	Pasal 67 
	Pasal 67 ( diubah oleh Pasal 81 Angka 22 UU 6 Tahun 2023) 
Keterangan : Peraturan terkait antara lain diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Concertion on the Rights of Persons With Disabilities ( Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyadang Disabilitas)

	Pasal 77
	Pasal 77 (diubah oleh Pasal 81 Angka 23 UU 6 Tahun 2023)

	Pasal 78
	Pasal 78 ( diubah oleh Pasal 81 Angka 24 UU 6 Tahun 2023 ) 
Keterangan : Konvensi Fundamental ILO terkait : Konvensi ILO No. 29 Tahun 1930 Tentang Kerja Paksa Atau Kerja Wajib, diratifikasi oleh Pemerintah Hindia Belanda tanggal 31 Maret 1933 dengan Nederland Staatsblad No26 Tahun 1933 Jo. Nederland Staablad No. 236, dinyatakan berlaku untuk Indonesia melalui Lembaran Negara No. 261 Tahun 1933; Konvensi ILO No. 105 Tahun 1957 tentang Penghapusan Kerja Paksa, diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia tanggal 7 Mei 1999 dengan UU No. 19  Tahun 1999.


	Pasal 79
	Pasal 79 (diubah oleh Pasal 81 Angka 25 UU 6 Tahun 2023) 

	Pasal 84
	Pasal 84 (diubah oleh Pasal 81 Angka 26 UU 6 Tahun 2023)

	Pasal 86
	Pasal 86 tetap
Keterangan : Peraturan terkait diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Konvensi Fundamental ILO terkait : Konvensi ILO Nomor 187  Tahun 2006, Convention Concerning the promotional framework for Onccupational Safety and Health Convertion 187, 2006 ( Konvensi Mengenai Kerangka Kerja Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan kerja/Konvensi 187,2006), diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014, Konvensi ILO mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (Occupational Safety an Health Convention ) 1881 No. 155).

	Pasal 87 
	Pasal 87 tetap 
Keterangan : Peraturan pelaksana mengenai pengupahan diatu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021Tentang Pengupahan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan

	Pasal 88
	Pasal 88 (diubah oleh Pasal 81 Angka 27UU 6 Tahun 2023)
Keterangan : Pasal 88 A, PAsal 88 B, Pasal 88 C , Pasal 88 D, ditambah oleh Pasal 81 Angka 28 UU 6 Tahun 2023

	Pasal 89
	Pasal 89 (dihapus oleh Pasal 81 Angka 29 UU 6 Tahun 2023)

	Pasal 90
	Pasal 90 (dihapus oleh Pasal 81 Angka 30 UU 6 Tahun 2023)
Keterangan : Pasal 90 A  ditambah oleh Pasal 81  Angka 31 UU 6 Tahun 2023)
Keterangan : Pasal 90 B ditambah oleh PAsal *1 Angka 31 UU 6 Tahun 2023

	Pasal 91 
	Pasal 91 (dihapus oleh Pasal 81 Angka 32 UU 6 Tahun 2023)

	Pasal 92
	Pasal 92 ( diubah oleh Pasal 81 Angka 33 UU 6 Tahun 2023)
Keterang : Ditambahkan Pasal 92 A oleh Pasal 81 Angka 34 UU 6 Tahun 2023)

	Pasal 94
	Pasal 94 (diubah oleh Pasal 81 Angka 35 UU 6 Tahun 2023)

	Pasal 95
	Pasal 95 (diubah oleh Pasal 81 Angka 36 UU 6 Tahun 2023)

	Pasal 96
	Pasal 96 ( dihapus oleh Pasal 81 oleh Angka 37 UU 6 Tahun 2023, Pasal 96 UU 13/2003 sebelum dihapus oleh UU 6/2023, oleh Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 100/PUU-X/2012, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 

	Pasal 97
	Pasal 97 ( dihapus oleh Pasal 81 Angka 38 UU 6 Tahun 2023)

	Pasal 98
	Pasal 98 (diubah oleh Pasal 81 Angka 39b UU 6 Tahun 2023)

	Bagian Kedua 
Pasal 104
	Bagian Kedua 
Pasal 104 tetap
Keterangan : Undang-Undang terkait diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Sertifikat pekerja/Serikat Buruh. Konvensi fundamental ILO terkait : 1. Konvensi ILO No. 87 Tahun 1948mengenai kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi, diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia tanggal 5 Juni 1998 dengan Keputusan Presiden No. 83 Tahun 1998. 2. Konvensi ILO No. 98 Tahun 1949 mengenai Penerapan Azas-Azas Hak Untuk Berorganisasi Dab Berunding Bersama, diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia tanggal 29 Agustus 1956 dengan UU No. 18 Tahun 1956

	Pasal 120
	Pasal 120 tetap
Keterangan : Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 115/PUU-VII/2009 menyatakan Pasal 120 ayat (3) UU 13/2003 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang “ frasa “ Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) tidak terpenuhi maka “ tidak dihapuskan, dan ii) ketentuan tersebut tidak dimaknai  “ dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh, jumlah serikat pekerja/serikat buruh yang berhak mewakili dalam melakukan perundingan dengan pengusaha dalam suatu perusahaan adalah maksimal tiga serikatpekerja/serikat buruh atau gabungan serikat pekerja/serikat buruh yang jumlah anggotanya minimal 10 % (sepuluh persen) dari seluruh pekerja/buruh yang ada dalam perusahaan”

	Pasal 151
	Pasal 151 (diubah oleh PAsal 81 Angka 40 UU 6 Tahun 2023 Ketentuan Pasal 151 UU 13/2003 setelah diubah oleh UU 6/2023 diatur kembali dengan perubahan dalam Pasal 36-39 PP 35/2021.
Keterangan : Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industri diatur dalam UU RI Nomor 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian Hubungan Industrial.
Pasal 151 A ( ditambah oleh Pasal 81 Angka 41 UU 6 Tahun 2023)

	Pasal 152 
	Pasal 152 (dihapus oleh PAsal 81 Angka 42 UU 6 Tahun 2023)

	Pasal 153 
	Pasal 153 (diubah oleh Pasal 81 Angka 43 UU 6 Tahun 2023)
Keterangan Frasa “ Kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama “ dalam PAsal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebelum diubah oleh UU 6/2023, dinyatakan bertentangan dengan UUD  1945 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 13/PUU-XV/2017

	Pasal 154
	Pasal 154 ( dihapus oleh PAsal 81 Angka 44 UU 6 Tahun 2023) . diatur kembali dengan perubahan dalam PAsal 151A UU 13/2003 setelah diubah oleh UU 6/2023.
Pasal 154A (ditambahkan oleh Pasal 81 Angka 45 UU 6 Tahun 2023 ).
Keterangan : Pasal 154A UU 13/2003 diatur kembali dalam Pasal 36 PP35/2021


	Pasal 155
	Pasal 155 (dihapus oleh PAsal 81 Angka 46 UU 6 Tahun 2023 )
Keterangan : Pasal 155 diatur kembali dengan perubahan dalam Pasal 157A UU 13/2003 setelah diubah oleh UU 6/2023 PAsal 155 sebelum dihapus oleh UU 6/2023harus diartikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 37/PUU-IX/2011.

	Pasal 156
	Pasal 156 (diubah oleh PAsal 81 Angka 47 UU 6 Tahun 2023) 
Keterangan : Kententuan PAsal 156 UU 13/2003 setelah diubah oleh UU 6/202, diatur kembali dengan perubahan dalam Pasal 40 PP35/2021.

	Pasal 157
	Pasal 157 (diubah oleh Pasal 81 Angka 48 UU Tahun 2023 Ketentuan Pasal 157 UU 13/2003 diatur kembali dengan perubahan dalam ketentuan Pasal 66 dan 67 PP35 /2021.
Pasal 157A (ditambahkan PAsal 81 Angka 49 UU 6  Tahun 2023)

	Pasal 158
	Pasal 158 (dihapus oleh Pasal 81 Angka 50 UU 6 Tahun 2023)
Keterangan : Diatur kembali dengan perubahan dalam Pasal 52 ayat (2) PP 35/2021 beserta penjelasan nya,. Putusan ahkamah Konstitusi RI Nomor 012/PUU-I/2003 menyatakan bebrrapa ketentuan UU 13/2003sebelum dihapus/diubah oleh UU 6/2023, yaitu Pasal 158, PAsal 159, Pasal 169 ayat (1) sepanjang mengenai anak kalimat” bukan atas pengaduan pengusaha” Pasal 170 sepanjang mengenai “anak Kalimat “ kecuali Pasal Pasal 158 ayat (1) “ PAsal 171 “ sepanjang menyangkut anak kalimat “ Pasal 158 ayat (1);dalam Pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1) “ UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.


	Pasal 159
	Pasal 159 (dihapus oleh Pasal 81 Angka 51 UU 6 Tahun 2023)
Keterangan : Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 012/PUU-I/2023 menyatakan beberapa ketentuan UU 13/2003sebelum dihapus/diubah oleh UU 6/2023, yaitu Pasal 158, Pasal 159, PAsal 160 ayat (1) sepanjang mengenai “ anak kalimat’ buka atas pengaduan pengusaha” Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat “ kecuali Pasal 158 ayat (1) , Pasal 171 sepanjang menyangkut anakkalimat “ Pasal 158 ayat (1), dan Pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat “ Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1) “ UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut tidak mempunyai keuatan hukum mengikat.

	Pasal 160
	Pasal 160 ( diubah oleh Pasal 81 Angka 52 UU 6 Tahun 2023)
Keterangan : Ketentuan Pasal 160 UU 13/2003 daitur kembali dengan perubahan dalam Pasal 53 PP 35/2021.

	Pasal 161
	Pasal 161 (dihapus oleh Pasal 81 Angka 53 UU 6 Tahun 2023) 
Keterangan : Diatur kembali dengan perubahan dalam Pasal 52ayat (1) PP35/2021 beserta penjelasannya.

	Pasal 162
	Pasal 162 ( dihapus oleh Pasal 81 Angka 54 UU 6 Tahun 2023)
Keterangan : diatur Kembali dengan perubahan dalam Pasal 50 PP 35/2021.

	Pasal 163
	Pasal 163 (dihapus oleh Pasal 81 Angka 55 UU 6 Tahun 2023) 
Keterangan : Ketentuan pemutusan hubungan kerja karena alasan pengambilalihan perusahaan diatur kembali dengan perubahan dalam PAsal 42 PP35/2021.

	Pasal 164
	Pasal 164 (Dihapus oleh Pasal 81 Angka 56 UU 6 Tahun 2023)
Keterangan : Pemutusan hubungan kerja karena perusahaan tutup disebabkan mengalami kerugian daitur kembali dengan perubahan dalam Pasal 44 ayat (1) PP 35/2021.
Dalam hal pemutusan hubungan kerja karena perusahaan melakukan efisiensi diatur kembali dengan perubahan dalam Pasal 43 PP 35/2021. putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 19/PUU-IX/2011 menyatakan Pasal 164 ayat (3) undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (sebelum diubah UU 6/2023) pada frasa “ perusahaan tutup” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “ perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”

	Pasal 165 
	Pasal 165 (dihapus oleh Pasal 81 Angka 57 UU 6 Tahun 2023 ). Diatur kembali dengan perubahan dalam Pasal 47 PP 35/2021 beserta penjelasannya.

	Pasal 166
	Pasal 166 (dihapus oleh Pasal 81 UU 6 Tahun 2023 ).
Keterangan : Diatur kembali dengan perubahan dalam Pasal 57 ayat (1) PP 35/2021.

	Pasal 167
	Pasal 167 ( dihapus oleh Pasal 81 Angka 59 UU 6 Tahun 2023).
Keterangan : Diatur kembali dengan perubahan dalam Pasal 56 dan 58 PP 35/2021 beserta penjelasan.


	Pasal 168 
	Pasal 168 ( dihapus oleh Pasal 181 Angka 60 UU 6 Tahun 2023).
Keterangan : Diatur kembali dengan perubahan dalam Pasal 51 PP 35/2021.

	Pasal 169
	Pasal 169 (dihapus oleh Pasal 81  Angka 61 Uu 6 Tahun 2023).
Keterangan : Pasal 169 ayat (1) dan (2) UU 13/2003 sebelum diubah diatur kembali dengan perubahan dalam PAsal 48 PP 35/2021.
Keterangan Pasal 169 ayat (3) UU 13/2023 sebelum diubah oleh UU 6/2023 diatur kembali dengan perubahan dalam Pasal 49 PP 35/2021.


	Pasal 170 
	Pasal 170 ( dihapus oleh Pasal 81 Angka 62 UU 6 Tahun 2023).
Keterangan : Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 012/PUU-I/2003, menyatakan beberapa ketentuan UU 13/2003 sebelum dihapus/diubah oleh UU 6/2023, yaitu Pasal 158, Pasal 159, __asal 160 ayat (1) sepanjang mengenai anak kalimat “ bukan atas pengaduan pengusaha “ Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat “ kecuali Pasal 158 ayat (1) PAsal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat “ Pasal 158 ayat (1) dan Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

	Pasal 171
	Pasal 171 (dihapus oleh Pasal 81 Angka 63 UU 6 Tahun 2023).
Keterangan :  Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 012/PUU-I/2003 menyatakan beberapa ketentuan UU 13/2003 sebelum dihapus/diubah oleh UU 6/2023, yaitu Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenai anak kalimat “ bukan atas pengaduan pengusaha” Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat “ kecuali Pasal 158 ayat (1) Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat “ Pasal 158  ayat (1) dan PAsal 186 sepanjang mengenai anak kalimat “ Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1) “ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Ketenangakerjaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

	Pasal 172
	Pasal 172 ( dihapus oleh Pasal 81 Angka 64 Uu 6 Tahun 2023 ).
Pasal 172 UU 13/2003 sebelum diubah oleh UU 6/2023 diatur kembali dengan perubahan dalam PAsal 55 ayat (2) pp 35/2021.

	Pasal 184
	Pasal 184 ( dihapus oleh PAsal 81 Angka 65 UU 6 Tahun 2023)

	Pasal 185
	Pasal 185 (dihapus oleh Pasal 81 Angka 66 UU 6 Tahun 2023).

	Pasal 186 
	Pasal 186 (dihapus oleh Pasal 81 Angka 67 UU 6 Tahun 2023).

	Pasal 187
	Pasal 187 (dihapus oleh Pasal 81 Angka 68 UU 6 Tahun 2023).

	Pasal 188
	Pasal 188 ( diubah oleh Pasal 81 Angka 69 UU 6 Tahun 2023).

	Pasal 190 
	Pasal 190 (diubah oleh Pasal 81 Angka 70 UU 6 Tahun 2023).

	BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 191
	BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 191 ditambah dengan Pasal 191 A 
Keterang : Ditambah oleh Pasal 81 Angka 71 UU 6 Tahun 2023.




PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) MK MEMPERTEGAS 
[bookmark: _GoBack]Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 terhadap perlindungan bagi pekerja dengan PKWT dalam prespektif Good Corporate Governance, mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sering kali menimbulkan ketidak pastian bagi pekerjakhususnya dalam hal perlindungan kepastian hubungan kerja. Dalam putusan tersebut telah mempertegas bahwa total jangka waktu PKWT beserta perpanjanganya tidak boleh lebih dari 5 tahun, dari putusan ini mengembalikan kepastian batas waktu yang sempat diubah pada aturan sebelumnya, sehingga batasan durasi pekerja kontrak paling lama 5 tahun termasuk perpanjangan nya. PKWT untuk pekerjaan yang selesai suatu pekerjaan tertentu memiliki kepastian hukum yang jelas.

PENGUPAHAN 
Parameterupah sesuai dengan putusan MK mirip kebbutuhan hidup layak (KHL) yang digunakan sebelumnya untuk menetapkan upah minimum pekerja” MK memberikan parameter upah buruh harus mencukupi kebutuhan buruh dan keluarganya secara wajar” Pasal 88 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 27 Lampiran UU 6/2023 yang menyatakan “ Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. menurut Said, poin kesepuluh amar Putusan Mk itu menegaskan dalam menetapkan kebijakan pengupahan harus melibatkan dewan pengupahan daerah. Sebagaimana dilakukan selama itu sebelum terbit UU 6/2023. dewan pengupahan berperan pentik dalam merumuskan kebijakan pengupahan, salah satunya penetapan uapah minimum di daerah. Dari putusan ini MK menghidupkan kembali fungsi Dewan Pengupahan dan Mengembalikan ketentuan upah minimum sertoral yang sebelumnya dihapus dalam UU Cipta Kerja selain itu ditetapkan bahhwa kebijakan pengupahan harus melibatkan Dewan Pengupah Daerah.

TENAGA KERJA ASING (TKA)
Penggunaan tenaga kerja asing (TKA) hanya diperbolehkan untuk posisi dan waktu tertentu sesuai kebutuhan, dengan memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam berbagai sektor. Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan maksimum jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) untuk jenis “ selesainya suatu pekerjaan tertentu” adalah 5 tahun, termasuk jika terdapat perpanjangan. Penyelesaian pemutusan hubungan kerja (PHK) harus mengedepankan proses musyawarah antara pengusaha dan pekerja dan/atau serikat pekerja. PHK hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan untuk jabatan TKA kini hanya diizinkan untuk jabatan dan waktu tertentu dengan prioritas mengutamakan tenaga kerja lokal. MK juga mempertegas bahwa pengurusan rencana pengunaan tenaga kerja asing (RPTKA ) harus dilakukan oleh kementrian ketenaga kerjaan.

PERLINGDUNGAN PEKERJA/BURUH
Menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum merupakan sarana menjaga harkat dan martabat manusia dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa maupun pihak lain yang memiliki posisi dominan. Dalam hubungan industrial perlindungan diwujudkan melalui regulasi ketenagakerjaan, sistem jaminan sosial, dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Penguatan hak pekerja sebagai hak konstitusional menetapkan perlindungan lebih kuat terkait syarat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan memastikan pekerja berhak menolak PHK jika tidak didasarkan pada alasan sah yang diatur dalam UU.

KESIMPULAN:
Implementasi Omnibuslaw pasca perubahan dan pembaharuan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Inkonstitusional bersyarat, dan dikeluarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Kedudukan Omnibus Law dalam sistem hukum Indonesia telah diatur di dalam Pasal 64 ayat (1a) dan (1b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kedudukannya tetap berlaku dan Faktor-faktor penolakan terhadap Omnibus Law karena adanya konflik regulasi. Sehingga terbitlah Perpu sebagai pengati Undang-Undang dan di sahkanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang guna mengisi kekosongan hukum pasca putusan Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia. Oleh karena terdapat putusan MK sehingga menyebabkan UU lama ketenagakerjakan dianggap berlaku dan UU cipta kerja juga tetap berlaku dalam kontek pembaharuan hukum peraturan perundang-undangan belum berdampak positif regulasi penyelesaian persoalan ketenga kerjaan dan kepetingan negara berkaitan dengan percepatan invenstasi yang saling bertolak belakang.
